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RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERIODE TAHUN 2014-2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3)
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor
02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Periode Tahun 2014-2019;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor
7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2687);



Menetapkan :

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan  Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02

Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2005 Nomor 2, Seri E Nomor 2)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 02
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2007 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN
PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH PERIODE TAHUN 2014-2019.



Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota
DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan
Perumahan.

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(I) meliputi sewa rumah, serta fasilitas sarana dan
prasarana lainnya yang besarnya disesuaikan dengan
standar harga setempat yang berlaku.

(3) Sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi belanja penyediaan listrik, telepon,
koneksi internet, televisi kabel, pemakaian air,
pemeliharaan sarana dan prasarana, dan/atau penyediaan
perlengkapan rumabh.

Pasal 3

(1) Rumus Perhitungan sewa rumah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :

Stb = [{4% (1+X) x (Lb x Hs x Nsb)} + {2% (1+Y) (Lt x NJOP)}
x Fp]/th

(2) Penjabaran rumus perhitungan sewa rumah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD
periode Tahun 2014-2019 ditetapkan paling banyak
Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per
bulan.

(2) Perubahan besaran Tunjangan Perumahan dapat dilakukan
mengacu pada standar harga setempat yang berlaku
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai hasil
verifikasi kelayakan, kepatutan dan kepantasan oleh Tim
Survei.

(3) Tim Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.



Pasal 5
Perubahan besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

Pasal 6
Pertanggungjawaban pembayaran Tunjangan Perumahan
Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pasal 4 ayat
(1), ayat (la), ayat (1b), ayat (1c), ayat (2) dan ayat (3), serta
Pasal 4A ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor
29) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2015 Nomor 361} dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 Februari 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd
LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 3 Februari 2015

SE S DAERAH PROVINSI
SULAW\SiI TENGAH,

AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 365



